Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 635/Pdt.G/2022/PA.Ptk

NOC JURN| B U | LY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai

Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2022 yang
terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak
dengan Nomor 635/Pdt.G/2022/PA.Ptk tanggal 15 Juni 2022, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
pada tanggal 09 Juli 1990 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak,
sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 16
Juli 1990;
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2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik
bersama yang beralamat di Kota Pontianak hingga akhirya Penggugat dan
Tergugat berpisah;

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat)
orang anak yang masing-masing bernama :

3.1 Anak 1, lahir di Pontianak pada tanggal 11 November 1990;
3.2 Anak 2, Lahir di Pontianak pada tanggal 01 Januari 1994;
3.3 Anak 3, lahir di Pontianak pada tanggal 22 Mei 1999;

3.4 Anak 4, lahir di Pontianak pada tanggal 04 Mei 2004;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak November 1994 hubungan Penggugat dan
Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat karena :

5.1 Tergugat sering ketahuan selingkuh dengan beberapa perempuan lain,
dengan sebab itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengar;

5.2 Tergugat sudah tidak pernah menafkahi kebutuhan sehari-hari
Penggugat sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang;

6. Bahwa puncak perselisahan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan Desember 2013 yang penyebabnya pada saat
itu Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan seorang perempuan
yang bernama WIL, dengan sebab itu terjadilah pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

7. Bahwa akhirnya akibat dari kejadian pada posita 6 (enam) di atas, pada
tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
dimana Penggugat masih tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan
Tergugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, dan Tergugat sekarang
tinggal di rumabh istri baru Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah
siri dengan seorang perempuan yang bernama WIL;

9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup
bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat,
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maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat
dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

10. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta (Obat Tradisional) dan
berpenghasilan, perbulan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), uang
sebanyak itu langsung diberikan kepada Penggugat, namun setelah
Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan
uang kepada Penggugat;

11. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 4 (empat)
yang ke 4 (empat) masih kecil dan tinggal serta dirawat oleh Penggugat
maka Penggugat meminta agar anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan
sudah sewajarnya jika Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah anak
tersebut diluar biaya pendidikan dan pakaian anak tersebut sebesar Rp.
500.000.- (lima ratus rupiah) yang pembayarannya dilakukan melalui
Penggugat;

12. Bahwa Penggugat menuntut hak nafkah iddah Penggugat sebesar Rp.
1.000.000 x 4 (empat) = Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) selama 4 (empat)
bulan masa iddah yang dibayarkan pada saat gugatan diputuskan dan
dikabulkan; .

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah
iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera
Pengadilan Agama Pontianak untuk menahan Akta Cerai atas nama
Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

14. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in  shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
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3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 4, lahir di
Pontianak pada tanggal 04 Mei 2004, berada
dibawah hadhanah Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut pada Posita 4
(empat) yang ke 4 (empat) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
perbulan kepada Penggugat sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut
dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan pakaian anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah Penggugat sebesar
1.000.000 x 4 (empat) = Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) selama 4 (empat)
bulan masa iddah yang dibayarkan pada saat gugatan diputuskan dan
dikabulkan;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk menahan
Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi
diktum angka 4(empat) di atas;

7. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut
Posita 11 sampai 13 dan Petitum 3 sampai 6;
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Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 16 Juli 1990 yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota

Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

bertempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpah, memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai
suami-isteri;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik
bersama hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;

— Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4
(empat) orang anak;

— Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan
harmonis tetapi sejak awal tahun 1994 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran;

— Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat tentang pertengkaran
Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering menjalin
hubungan dengan banyak perempuan terakhir bahkan telah menikah sirri
serta tinggal bersama;

— Bahwa saksi pernah mendengar kalau Tergugat tidak menafkahi
keperluan rumah tangga Penggugat dan anak-anak karena tergugat

telah tinggal dengan istri sirrinya;
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— Bahwa yang langsung saksi dengar dari Penggugat adalah Penggugat
menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan
Tergugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 9
(sembilan) tahun yang lalu sampai sekarang;

— Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal

di Kota Pontianak., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai
suami-isteri;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik
bersama hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;

— Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4
(empat) orang anak;

— Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan
harmonis tetapi sejak awal tahun 1994 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran;

— Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat tentang pertengkaran
Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering menjalin
hubungan dengan banyak perempuan terakhir bahkan telah menikah sirri
serta tinggal bersama;

— Bahwa saksi pernah mendengar kalau Tergugat tidak menafkahi
keperluan rumah tangga Penggugat dan anak-anak karena tergugat
telah tinggal dengan istri sirrinya;

— Bahwa yang langsung saksi dengar dari Penggugat adalah Penggugat
menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan
Tergugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 9

(sembilan) tahun yang lalu sampai sekarang;
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— Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali

dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai
ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan
diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal
tersebut dapat diterapkan dalil fighiyah yang tercantum dalam kitab Ahkam Al

qur an, jilid 1l halaman 405 sebagai berikut :

ad Ga¥ oLl gl oy ol Grabsal) plSa (s Sl () 03 e

Artinya: “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap
dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia

termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan d alil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi
Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai

akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (hazegelen) dan sesuai
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dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti
tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada
tanggal 9 Juli 1990, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh
Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada
tanggal 9 Juli 1990, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. adalah bukti otentik, yang
cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah dua orang yang
terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan
Tergugat punya keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai
Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai dalil
gugatan, adalah fakta dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti
fakta kejadian sebagai berikut:

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terdaftar di
KUA Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dan telah dikaruniai 4
(empat) orang anak;
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— Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 9
(sembilan) tahun yang lalu sampai sekarang;

— Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat namun tidak berhasil;

— Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukan sikap dan
tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat,
dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi
bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar
dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal
33 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi
Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana
terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan,
antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar
bahkan telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 9 (sembilan) tahun
berturut-turut dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya
suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada
harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud
Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang
sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an
Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat
diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya
perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah
diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa

menentukan masa depannya sendiri;
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Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu
mengetengahkan pendapat ahli figih dalam Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman
248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

O 8okl o) g0 dae GY S OS5 sl Bl ie) sl dm sl Al Bl ool W) gen 1)
Al dalk Lilh Lagin el o oalll Jae 5 Lot
Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti
dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal
yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang
pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak
ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan
Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana
dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 tahun
1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor
: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan
dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang
Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,
karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan, dan selanjutnya majelis hakim
Menjatuhkan talak satu satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

Menimbang, oleh Karena tuntutan penggugat mengenai handhonah,
nafkah lddah dan Nafkah anak maka di nyatakan di cabut, sehingga majelis
tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah
cukup beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal
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19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 408.000,00 (empat ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 Masehi bertepatan
dengan tanggal 30 Zulgaidah 1443 Hijriah oleh Drs. A. Fuadi sebagai Ketua
Majelis, Dra. Zainidar dan Arwin Indra Kusuma, S.H.l., M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota
tersebut, dan didampingi oleh Istikal Rahman., SH sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Dra. Zainidar Drs. A. Fuadi
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Hakim Anggota I,

Arwin Indra Kusuma, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,

Istikal Rahman., SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran 'Rp 30.000,00
- ATK :Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp 263.000,00
- PNBP Panggilan :Rp.  20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 408.000,00

(empat ratus delapan ribu rupiah);
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